PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

{Peraturan Menteri Kesehatan R.| Nomor 52 Tahun 2016,
tanggal 18 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39
ayat (4) dan ayat (5} Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan se-
bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jami-
nan Kesehatan, besaran kapitasi dan non kapi-
tasi, Indonesian Case Based Groups {INA-CBG’s)
dan non Indonesian Case Based Groups (non
INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2
(dua) tahun sekali oleh Meriteri:

bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 |

Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Ke-
sehatan dalam Penyelenggaraan Program Jami-
nan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Men-
teri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Peny-
elenggaraan Program Jaminan Kesehatan, perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutu-
han pelayanan kesehatan di fasilitas Kesehatan,
sehingga perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Peny-
elenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Neg-

ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, |

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

2.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran |

Negara Republik indonesia Nomor 5083);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik indo-
nesia Nomor 5256);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten-
tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) se-
bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun
2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2014 Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN TENTANG

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KES-
EHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud |

dengan: f

1.

Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbu- .

lan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ber-
dasarkan jumiah peserta vang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan ke-
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'PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH _

sehatan yang diberikan.
Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran

'klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Ke-

sehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Tarif Indonesian-Case Based Groups yang se-
lanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran
pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat .Lanjutan
atas paket layanan yang didasarkan kepada pen-
gelompokan diégnosis penyakit dan prosedur.
Tarif Non INA-CBG merupakan tarif diluar tarif
paket INACBG untuk beberapa item pelayanan
tertentu meliputi alat bantu kesehatan, obat ke-
moterapi, obat penyakit kronis, CAPD dan PET
Scan, dengan proses pengajuan klaim dilakukan
secara terpisah dari tarif INA-CBG.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selan-
jutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan
yang melakukan pelayanan kesehatan peroran-
gan yang bersifat non spesialistik untuk keper-
luan observasi,
perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kes-
ehatan lainnya.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas
kesehatan yang melakukan pelayanan ‘kesehatan
perorangan yang bersifat spesialistik atau sub
spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lan-
jutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap
di ruang perawatan khusus.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehat
an yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan
adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
Menteri adalah Menteri yang ményelenggarakan
urusan pemerintah di bidang kesehatan.

promotif, preventif, diagnosis,

BAB I!
TARIF PADA FKTP
Bagian Kesatu
Tarif
Pasal 2

Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi:

Tarif Kapitasi; dan
Tarif Non Kapitasi.

Pasal 3

(1)

(2)

(1)

(2)

Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a diberlakukan pada FKTP yang melaku-
kan pelayanan: |
a. administrasi pelayanan;

b. promotif dan preventif;

¢. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi me-
dis; - |

d. tindakan medis non spesialistik, baik aperatif
maupun non operatif;

e. obat dan bahan medis habis pakai; dan

f. pemeriksaan penunjang diagnostik laborato-
rium tingkat pratama.

Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b diberlakukan pada FKTP yang

melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup

pembayaran kapitasi, yang meliputi:

a. pelayanan ambulans;

b. pelayanan obat program rujuk balik;

c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;

d. pelayanan penapisan (screening} kesehatan
tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk
kanker leher rahim; .

e. rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi |
medis;

f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang
dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kom-
petensi dan kewenangannya; dan '

g. pelayanan Keluarga Berencana di FKTP.

Bagian Kedua
Tarif Kapitasi
Pasal 4

Penetapan besaran Tarif Kapitasi di FKTP dilaku-

kan berdasarkan kesepakatan bersama antara

BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kes- |

ehatan Tingkat Pertama. '

Standar Tarif Kapitasi di FKTP ditetapkan sebagai

berikut:

a. puskesmas atau fasilitas kesehatan yang se- !
tara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu ru-
piah) per peserta per bulan;

b. rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama,
praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang
setara sebesar Rp8.000,00 {(delapan ribu ru-
piah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah) per peserta per bulan; dan

c. praktik perorangan dokter gigi sebesar |
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(3)

I {4}

(5)

(6)

Rp2.000,00
bulan.

Besaran tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP
ditentukan melalyi Proses seleksi dan kredensial
yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan melibatkan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Aso-
siasi Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbang-
kan sumber daya Mmanusia, kelengkapan sarana‘

(dua ribu rupiah) per peserta per

dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen |

pelayanan. :
Penggunaan kriteria dalam pertimbangan pene-
tapan besaran Tarif Kapitasi berdasarkan seleks;
dan kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) dilakukan secara bertahap, yang untuk per-
tama kali menggunakan pertimbangan kriteria
sumber daya manusia,
Kriteria sumber daya manusia sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) meliputi ketersediaan dok-
ter dan ketersediaan dokter gigi.
Ketentuan mengenai pertimbangan penilaian
Pemenuhan kriteria sumber daya manusia seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4}, dan
ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
a. bagi puskesmas atau fasilitas kesehatan yang
setara:

1) kapitasi sebesar Rp3.000,00 {tiga ribu ru-
piah) per peserta per bulan apabila tidak
memiliki dokter dan tidak memiliki dokter
gigi;

2) kapitasi sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima
ratus rupiah). per peserta per bulan apabila
memiliki dokter gigi dan tidak memiliki dok-
ter;

3

L=

lima ratus rupiah) per peserta per bulan
apabila memilikj 1 {satu) orang -dokter,
tetapi tidak memilikj dokter gigi:

4)

(1)

(2)

(3)

kapitasi sebesar Rp4.500,00 lempat riby |

(4)

kapitasi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu ry- |

piah) per peserta per bulan apabilg memiliki |

1 (satu) orang dokter dan memiliki dokter |

gigi;
5) kapitasi sebesar Rp5.500,00 {lima ribu lima

| (5)

ratus rupiah) per peserta per bulan apabila |

memiliki paling sedikit 2 {dua) orang dok-
ter, tetapi tidak memiliki dokter gigi; dan

kapitasi sebesar Rp6.000,00 (enam ribu
rupiah) per peserta per bulan apabila me-

6

—

miliki paling sedikit 2 {(dual orang dokter, |
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dan memiliki dokter gigi.

b. bagi FKTP selain puskesmas:

1} dokter praktik mandiri memperoleh kapitasi
sebesar Rp8.000,00 {delapan riby rupiah)
Per peserta per bulan, apabila memilikj 1
(satu) orang dokter;
klinik Pratama atau fasilitas kesehatan
yang setara, memperoleh: .

a. kapitasi sebesar Rp9.000,00 (sembilan
ribu rupiah) Per peserta per bulan apabi-
ta memiliki minimaj 2 (dua) orang dokter
dan tidak memiliki dokter gigi; atay

b. kapitasi sebesar Rp10.000,00 {sepuluh
ribu rupiah) Per peserta per bulan apabi-
la memiliki minimal 2 (dua) orang dokter
dan memiliki dokter gigi.

3} rumah sakit kelas D Pratama memperoleh
kapitasi sebesar Hp1_0.000,00 (sepuluh
ribu rupiah) Per peserta per bulan apabila
memiliki minimaj 2 (dua) orang dokter dan
memiliki dokter gigi.

2

—

Pasal 5
Tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama pada
daerah terpencil dan kepulauan yYang diberikan
oleh FKTP ditetapkan berdasarkan Tarif Kapitasi
khusus.
Tarif Kapitasi khusus bagi FKTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang memilik dokter
ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah} per peserta per bulan. :
Tarif Kapitasi khusus bagi FKTP sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) yang hanya memilikj bidan/
Perawat ditetapkan sebesar Rp8.000,00 (dela-
pan ribu rupiah) Per peserta per bulan,
Dalam hal jumlah Peserta pada FKTP kurang dari
1000 (seribu) beserta, tarif kapitasi khusus se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
minimal sejumiah kapitasi untuk 1000 (seribu)
peserta. :
Ketentuan mengenai FKTP pada daerah terpencil
dan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tarif Non Kapitasi
Paragraf 1
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(m

(2)

(3)

m

(2)

3

L4

(5

(6)

Pelayanan Ambulans
Pasal 6

Penggantian biaya pelayanan ambulans seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a diberikan pada pelayanan ambulans darat dan
ambulans air bagi pasien dengan kondisi tertentu
antar fasilitas kesehatan sesuai ketentuan per-
aturan perundang-undangan.
Penggantian biaya pelayanan ambulans seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
standar biaya ambulans yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.
Dalam hal belum terdapat tarif dasar ambulans
yang ditetabkan oleh Pemerintah Daerah, tarif
ditetapkan dengan mengacu pada standar biaya
yang berlaku pada daerah dengan karakteristik
geografis yang setara pada satu wilayah.

y Paragraf 2
Pelayanan Obat Program Rujuk Balik
Pasal 7

Pelayanan obat program rujuk * balik diberikan
untuk penyakit kronis meliputi diabetes melitus,
hipertensi, penyakit jantung, asma, penyakit Paru
Obstruktif Kronik (PPOK), epilepsi, gangguan ke-
sehatan jiwa kronik; stroke, dan Sindroma Lupus
Eritematosus (SLE} dan penyakit kronis lain yang
ditetapkan oleh Menteri.

Pelayanan obat program rujUk balik sebagaimana .-

dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b harus menggu-
nakan obat program rujuk balik yang tercantum
dalam Formularium Nasional.

Pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana
disebut ayat (2) harus diberikan oleh ruang farma-
si, apotek atau instalasi farmasi klinik pratama
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Dalam hal ruang farmasi puskesmas belum dapat
melakukan pelayanan obat program rujuk balik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan

obat program rujuk balik di puskesmas obatnya

disediakan oieh apotek yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan.

Harga obat pregram rujuk balik yang ditagihkan
kepada BPJS Kesehatan mengacu pada harga

dasar obat sesuai e- Catalogue ditambah biaya |

pelayanan kefarmasian.
Besarnya biaya pelayanan kefarmasian seb-
agaimana dimaksud pada ayat (5) adalah faktor

pelayanan kefarmasian dikali harga dasar obat

sesuai e-Catalogue.

{7) Faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana di- |

maksud pada ayat {6) adalah sebagai berikut:

e )

Faktor Pelayanan
Kefarmasian |

0,28 {

Harga Dasar Satuan Obat

< Rp60.000,00
Nﬁ Rp50.000,00

sampai dengan
Rp250.000,00

Rp250.000,00
sampal dengan
Rp500.000,00

Rp500.000,00

0.2 \

sampal dengan \
Rp1 ‘000.000,00

RAp1.000.000.00 -
sampai dengan ~ 011 \

Rp5.000.000,00 '
O s

Rp5.000.000,00 \
0,09

L Rp10.000.000,00 !

sampai dengan

> Rp10.000.000,00 0,07
) S e e
Paragraf 3
Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Rujuk Balik
Pasal 8

(1) Pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik di |

FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf c, terdiri atas: ’
a. pemeriksaan gula darah sewaktu;

pemeriksaan gula darah puasa (GDP);
pemeriksaan gula darah Post prandial (GDPP}; |
pemeriksaan HbA1lc; dan ;
pemeriksaan kimia darah, meliputi :

1) microalbuminuria; |

ooy

2) ureum ;

3) kreatinin;

4) kolesterol total; [
5) kotesterol LDL;

6) kolesterol HOL; dan
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| 121

| 3)

(4)

(5)

7) trigliserida.

Pembiayaan untuk pelayanan pemeriksaan penun-

jang rujuk balik sebagaimana dimaksugd pada ayat

(1) diberikan:

a. pemeriksaan gula darah sewaktu, sesuai indi-
kasi medis;

b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP), 1 (satu)
bulan 1 (satu) kali;

€. pemeriksaan guia darah Post Prandial (GDPP),
1 (satu) bulan 1 (satu) kali:

d. pemeriksaan HbA1lg, 3 (tiga) sampai dengan
6 (enam) bulan 1 (satu) kali; dan .

€. pemeriksaan kimia darah, 2 (dua) kali dalam 1
{satu) tahun,

Tarif Pembiayaan untuk pelayanan pemerik-

saan penunjang rujuk balik sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huryf a, huruf b, dan huruf

c ditetapkan sebesar Rp10.000,00 {sepuluh ribu

rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 {dua puluh

ribu rupiah),

Tarif pembiayaan untuk pelayanan pemeriksaan

penunjang rujuk balik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp

160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu ru-

piah).

Tarif pembiayaan untuk pelayanan pemeriksaan

Penunjang rujuk  balik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

8. microalbuminuria sebesar Rp120.000,00 (se-
ratus dua puluh ribu rupiah):

b. ureum sebesar Rp30.000,00 {tiga puluh riby
rupiah);

c. kreatinin sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh
ribu rupiah);

d. kolesterol total sebesar Rp45.000,00 (empat
puluh lima riby rupiah);

€. kolesterol LDL sebesar Rp60.000,00 (enam
puluh ribu rupiah);

~f. kolesterol HDL sebesar Rp45.000,00 {fempat

putuh lima ribu rupiah); dan
g. trigliserida sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah).

Paragraf 4

| ) .
Pelayanan Penapisan (Screening) Kesehatan Tertentu

Pasal 9

I {1} Pelayanan Penapisan (screening) kesehatan ter-
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(2)

{3)

(1)

(2)

(3)

Keluarga Berencana yang dilakukan oleh bidan atau |

tentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{2} huruf d merupakan pelayanan yang termasuk

dalam lingkup Non Kapitasi, yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-un- |

dangan. .

Dalam hal pelayanan penapisan (screening) kese-

hatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} memerlukan pemeriksaan pPenunjang IVA, Pap

Smear, dan gula darah, diberlakukan Tarif Non

Kapitasi sebagai berikut:

a. pemeriksaan |VA maksimal
(dua puluh lima ribu rupiah);

b. pemeriksaan Pap Smear maksimal Rp125.
000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
dan i

C. pemeriksaan gula d‘arah‘sewaktu, pemerik-
$aan gula darah puasa (GDP) dan pemeriksaan
gula darah Post Prandia (GDPP) ditetapkan
sebesar Rp10.000,00 {sepuluh riby rupiah)

Rp25.000,00

sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu |

rupiah).

Standar tarif Pelayanan terapi krio untuk kasus :

pemeriksaan VA Positif sebesar Rp150.000,00
(seratus lima puluh riby rupiahj).

Paragraf 5
Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 10
Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf e yang dilakukan di EKTP
diberlakukan dalam bentuk paket.
Tarif Rawat Inap pada FKTP sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu ru-
piah).
Tarif Rawat Inap pada FKTP sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPJS Kesehat-

an bersama dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan |

Tingkat Pertama.

Paragraf 6
Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan
Keluarga Berencana
Pasal 11

Jasa pelayanan kebidanan, neonatal, dan

dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
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huruf f ditetapkan sebagai berikut :

a.

pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan dalam

bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemer-

iksaan, sebesar Rp200.000,00 {dua ratus ribu
rupiah);

dalam hal pemeriksaan ANC tidak dilakukan di

satu tempat maka dibayarkan per kunjungan,

sebesar Rp50.000,00 {lima puluh ribu rupiah};

persalinan pervaginam normal yang dilakukan
oleh bidan, sebesar Rp700.000,00 {tujuh ratus
ribu rupiah) dan yang dilakukan oleh dokter, sebe-

sar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); l

persalinan pervaginam dengan tindakan emer-

gensi dasar di Puskesmas PONED, saebesar

Rp950.000,00 {sembilan ratus lima puluh ribu

rupiah);

pemeriksaan Post Natal Care (PNC}/neonatus ses-

uai standar dilaksanakan dengan 2 (dua) kah kun-

jungan ibu nifas dan necnatus pertama dan kedua

(KF1-KN1danKF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan

neonatus ketiga (KN3), serta 1 {satu) kali kunjun-

gan ibu nifas ketiga (KF3), sebesar Rp25.000,00

{dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kunjungan

dan diberikan kepada pemberi pelayanan yang

pertama dalam kurun waktu kunjungan;
pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskes-
mas PONED, sebesar Rp175.000,00 {seratus tu-
juh puluh lima ribu rupiah);

pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan

dan/atau neonatal Rp125.000,00 {seratus dua

puluh lima ribu rupiah); dan

pelayanan KB (Keluarga Berencana) :

1) pemasangan dan/atau pencabutan IUD/im-
plant, sebesar Rp100.000,00 {seratus ribu
rupiahl;

2) pelayanan suntik KB, sebesar Rp15.000,00
(lima belas ribu rupiah) setiap kali suntik;

3) penanganan komplikasi KB, sebesar
Rp1265.000,00 (seratus dua puluh lima ribu
rupiah); dan

4) pelayanan Keluérga Berencana Metode Op-
crasi  Pria  (KBMOP)/vasektomi, ~sebesar
Rp350.000,00 (tiga fatus lima puluh ribu ru-
piah).

BAB lli
TARIF PADA FKRTL
Pasal 12

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Tarif pelayanan kesehatan pada FKRTL meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

M

Tarif INA-CBG; dan
Tarif Non INA-CBG.

Pasal 13

Tarif FKRTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 diberlakukan pada FKRTL yang melakukan

pelayanan:

a. aministrasi pelayanan;

b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi me-
dis dasar di unit gawat darurat; |

c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spe-
sialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; |

d. tindakan medis spesialistik, baik bedah mau- '
pun non-bedah sesuai dengan indikasi medis;

e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

f. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan ses- |
uai dengan indikasi medis;

g. rehabilitasi medis termasuk rehabilitasi psiko- |
sosial;

h. pelayanan darah;

i. pelayanan kedokteran forensik klinik;

j. pelayanan jenazah {pemulasaran jenazah)
pada pasien yang meninggal di fasilitas kes-
ehatan (tidak termasuk peti jenazah);

k. pelayanan keluarga berencana termasuk
tubektomi interval, sepanjang tidak termasuk
dibiayai oleh pemerintah;

|. perawatan inap non-intensif; dan

m. perawatan inap di ruang intensif.

Tarif INA-CBG merupakan rarif paket yang meli- |

puti sefuruh komponen sumber daya rumah sakit

yang digunakan dalam pelayanan baik medis
maupun nonmedis.

Tarif Non INA-CBG merupakan tarif untuk be- |

berapa pelayanan tertentu yaitu alat bantu kes-

ehatan, obat kemoterapi, obat penyakit kronis, |

CAPD dan PET scan. Tata cara pengajuan kiaim

Tarif Non INA-CBG dilakukan secara terpisah dari |

sistem INA-CBG.

Daftar Tarif INA-CBG tercantum dalam Lampiran |

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Tarif INA-CBG terdiri atas tarif rawat jalan dan
tarif rawat inap, dengan 6 {enam) kelompok tarif |
yaitu : -
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{3)

(4}

e -

WWMAN/

8. tarif Rumah Sakit Umum Pusat Nasiona|
(RSUPN) Dr., Cipto Mangunkusumo;
b. tarjf Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Da-

Harapan Kita:
C. tarif rumah sakit

Istimewa Yogyakarta,

b. tarif regional 2 meliputi Provinsij Sumatra
Barat, Riay, Sumatra Selatan, Lampung, Bali,
dan Nusa Tenggara Barat;

C. tarif regional 3 meliputi Provingi Nangro Aceh

5 Darussalam, Sumatra Utara, Jambi, Bengku-
lu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kaliman-
tan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi
Selatan dan Gorontalo; ‘

d. tarif regional 4 meliputi Provinsi Kalimantan
Selatan, Kafim ntan Timur, Kalimantan Utara
dan Kalimantan Tengah; dan

€. tarif regional 5 meliputi Provinsi Nusa Teng-
gara Timur, Maluku, Maluky Utara, Papua dan
Papua Barat.

special drugs;
special procedure;

special prosthese:

special investigation;

sub acute cases; dan

chronic cases.

Pada tarif fawat inap sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) terdiri dari tarif rawat inap kelas 1,

tarif rawat inap kelas 2, dan tarif rawat inap kelas |

3.

Pemerintah dan swasta kelas

A;

d. tarif rumah sakijt Pemerintah dan Swasta kelas

A ; , i

€. tarif rumah sakit Pemerintah dan-swasta kelas |
C; dan

f. tarif rumah sakit Peémerintah dan Swasta kelas
D,

Tarif INA- CBG terdirj dari 5 regional yaity

P N PEMERINTAH

(2)

(3)

{4)

(1)

(2)

(3)

{4)

Mangunkusumo.

Tarif rawat ialan dan rawat inap di rumap sakit

yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diber-
lakukan tarif INA-CBG Sesuai dengan kelompok
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

tung dan Pembulyh Darah Harapan Kita, Rumah I

Sakit Kanker Dharmais, dan Rumah Sakit Anak
dan Bunda Harapan Kita.

Tarif rawat jalan danp rawat inap gij rumah sakit

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf C, huruf d, huruf e, dan huruf f diber-
lakukan kepada rumah sakit kelas A, B, C dan D
Sesuai peraturan Yang berlaku.

Dalam ha| rumah sakit sebagaimana dimaksud _

INA-CBG, maka tarif rawat jajan dan rawat inap

disetarakan dengan kelompok  tarif INA-CBG |

rumah sakit kefas D.

Pasal 16

Pada rumah sakit khusus, selain
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b,
anan yang sesuaj kekhususannya
pok tarif berdasarkan kelas rumah sakit yang
ditetapkan,

Dalam hal Pelayanan yang diberikan ofgh rumah
sakit khusus di Juar kekhususannya, beriaku ke-

Yang disebutian

lompok tarif INA-CBG saty tingkat lebih rendah |

dari kelas rumah sakit yang ditstapkan.

Untuk pelayanan di luar kekhususan yang diberi-
kan oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Da-
rah Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Dharmais,

berlaky kelompok tarif INA-CBG Rumah Sakit |

Pemerintah kelas A

Daftar peiayanan Yang sesuai kekhususan pada |
beberapa rumah sakit khusus diatur tersendiri |

melalui Peraturan Menteri.

Business News 89271757176 &

terhadap pelay- |
berlaku kelom.- [



pasal 17

| (1) Tarif rawat jalan pada FKRTL berupa Klinik utama

| atau yang setara, berlaku kelompok tarif rumah
sakit kelas D.

(2) Tarif rawat inap di FKRTL berupa klinik utama
atau yang setara, diberlakukan tarif sebesar 70%
{tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (se-
ratus persen) dari standar tarif INA-CBG untuk
kelompok rumah sakit kelas D, yang pesarannya

, sesuai kesepakatan antara BPJS Kesehatan bers- |
ama dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Rujukan

Tingkat Lanjut terkait.

. Pasal 18
(1) BPJS Kesehatan dapat memberikan pembayaran
kepada FKRTL yang tidak bekerjasama yang
melakukan pelayanan gawat darurat kepada
peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
(2) Kiaim pelayahan gawat darurat sebagaimana di-
: maksud pada ayat (1) ditagihkan kepada BPJS
! Kesehatan sesuai tarif INA-CBG berdasarkan ke-
lompok tarif INA-CBG sesuai kelas rumah sakit
yang ditetapkan.

pasal 19

| (1) Standar Tarif untuk pemasangan pertama Con-
tinuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)
sesuai dengan tarif INA-CBG. ;

(2) Penggunaan consumables dan jasa pada pelayan-
an CAFD dibayarkan sebesar Rp 7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per pulan seb-

'; agai tarif Non INA-CBG.

- 3) Penggunaan transfer set pada pelayanan CAPD

' dibayarkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus

lima puiuh ribu rupiah) per set sebagai tarif Non
INA-CBG.

Pasal 20 ]
| Obat penyakit kronis di FKRTL diberikan maksi-
mum untuk 30 (tiga puluh) hari sesuai indikasi
medis.
{2) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi-

| kan untuk:

a. penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (1 iruj
i ) yang belum dirujuk balik ke FKTP;

b. penyak' .
! it kronis lain .
| gan FKRTL. yang menjadi kewenan-

(3} Obat :

| sebagaimana dim

aks

i kan dEngan cara : ud pada ayat (2) diberi-

r
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(4)

(5}

(6

7

|
|

minimal 7 {tujuh} hari; dan
h. bila diperlukan tambahan hari pengobatan.
obat diberikan terpisah di luar paket INA-CBG |
serta diklaimkan sebagai tarif Non INA-CBG,
dan harus tercantum pada Formularium Nasi-
onal.
Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, diberikan meia\ui instalasi farmasi di FKRTL
atau apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kes-
ehatan.
Harga obat yangd ditagihkan oleh instalasi farma- |
i di FKRTL atau apotek sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) mengacu pada harga dasar obat
sesuai e-Catalogue ditambah biaya pelayanan ke-
farmasian. '
Besarnya biaya pelayanan kefarmasian seb-
agaiman'a dimaksud pada ayat (5) adalah faktor
pelayanan kefarmasian dikali harga dasar obat
sesuai e-Catalogue atau harga yang ditetapkan
oleh Menteri.
Faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana di-
maksud pada ayat (6) dengan ketentuan sebagal |
berikut:

e

———————

e

rHarga Dasar Satuan Obat Faktof Pelayanan
5 Kelarmasian {
<Rp50.000,00 0.28 | '_
r Rp50.000,00 \
sampai dengan \ 0,26 \ |
\ Rp260.000,00 l J |
\’_ Rp250.000,00 \
\ sampai dengan \ 0,21 ||
Rp500.000,00 \ E
e A AP Wit S
HpSO0.000,00 \ \ |
\ sampal dengan ‘ 0,186 \ |
Rp1.000.000,00 l
0000000 |
~ Rp1.000.000,00 ’
0,11 ’

sampai dengan
Rp5.000.000,00

e

Rp5.000.000,00

sampai dengan { |
Rp10.000.000,00 ( Ly /

= Rp10.000.000,00 i
0,07




(1)

(2

| 1)

()

[ (3)

(4)

- {5)

(6)

{1)

( {2)

(3)

{4)

__PENGUMUMAN

¥
¥

Pasal 21

Tarif rawat jalan yang mendapatkan pelayanan
PET Scan ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00
(delapan juta rupiah) sebagai tarif Non INA-CBG.
Tarif rawat inap yang mendapatkan pelayanan
PET Scan, ditetapkan sebesar Rp 8.000,000,00
(delapan juta rupiah) ditambah tarif paket INA-
CBG,

Pasal 22
Pemberijan obat untuk kemoterapi, thalassemia,
dan hemofilia dilakukan di fasilitas kesehatan
tingkat 1.
Fasilitas kesehatan tingkat I dapat memberikan
obat kemoterapi, thalassemia, dan hemofilia den-

kesehatan.

Tarif rawat ialan dan rawat inap yang mendapat-
kan pelayanan kemoterapi meliputi tarif INA-CBG
dan tarif obat kemoterapi,

Obat kemoterapi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) jenisnya sesuai dengan Formularium
Nasional dan besarannya sesuyai dengan e-Cata-
logue,

Pengajuan klaim Pada pelayanan thalassemia
mayor baik rawat jalan atau rawat inap yang me-
nerima terapi kelasi besi dilakukan 1 kali dalam 1
bulan, :

Pada Pelayanan rawat jalan dan rawat inap he-

mofilia A dan hemofilia B yang menerima fak-
tor pembekuyan darah, terdapat tambahan pem-
bayaran (top up) yang termasuk dalam Special
CMG untuk Special Drugs seperti tersebut pada
pasal 14 ayat (3). :

Pasal 23
Tarif pelayanan rawat inap untuk Pencangko-

kan ginjal dimaksudkan untuk resipien/penerima °

cangkek ginjal, tigak termasuk pendonor ginjal.
Besaran tarif INA-CBG untuk pelayanan Pencang-
kokan ginjal meliputi komponen pelayanan medis,
asuhan keperawatan, ruang perawatan, pemerik-
Saan penunjang yang dilakukan selama episode
Pencangkokan ginjal.

Pelayanan rawat inap yang diberikan terhadap
Pendonor ginjal untyk Pencangkokan ginjal dij-
jamin sesuai Tarif INA-CBG untuk tindakan Pen-
gangkatan ginjal.

Pemeriksaan penapisan iscreening) yang ditaku-

kan terhadap donor dan resipien sebelum pen-

PERATURA
e s

N

PR T

cangkokan ginjal dijamin dan dibayar sebagai

paket pelayanan yang terpisah darj paket pen- .i

¢angkokan ginjal,

Pasal 24
{1) Alat banty kesehatan dibayarkan dj luar paket
INA-CBG sebagai tarif Nop INA-CBG.

(2) Tarif Alat bantu kesehatan sebagaimana dimak- |

sud pada ayat {1) ditetapkan sebagai berikyt:

ALAT

KESEHATAN TARIF (Rp)

+  PBiHak rawat

|

,

Alst bany

’ kelas 3: 1. Diberikan paling
Rp150.000,00 cepat 2 (dua}
1 Kacamata 2. Hak rawat tahun sekali
kelas 2: 2. Indikasi medis
Rp200. 000,00 minimal;
3. Hak rawat - Sferis 0,60
kelas 1:

- Silindris 0,25D ’

Rp300.000,00

Dibarikan paling

Maksimal cepat 5 (ima) tahun

dengar Rp1.000.000,00 sekali atas indjkas;

|

medis

gerak adalah;

|

a. kaki palsy

Maksimal b. tangan palsy

|

|

Rp2.500.000,00 2. Diberikan
paling cepat 5

{lima) tahun sekali

‘ atas indikasi madis

1. Diberikan
paling cepat 2 {dua)
tahun sekali atas
’ indikasi medis

’ untuk gigi Yang

Protesa gigi Maksimal sama

4

’ Rp1.000.000,00 2. Full protesa gigi

maksimal Rp

( E 3, Mas‘mg-maa'\r\g

N

o e

\ rahang maksimat

Rp 500.000,00

e |
1. Protesa aiat

1.000.000,00 1

T 4
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besaran kapitasinya ditetapkan sebesar Rp 8000,00
SETEICAN (detapan ribu rupiah).

ALAT
KESEHATAN ~ LG

—_——

B Koieat Diiberican palind

tlang Maksimal capat 2 (dua! 1ahn \ BAB VI
\ Balekang Rp350.000,00 sekall sias indikas! KETENTUAN PENUTUP
' ~ et \ Pasal 27
\ Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
: ‘ ~ Ciaian psling Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014
6 | Collameck Ml capat 2 (dus) tohan \ Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
| \ Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan

Bp150.000,00 sphali atas indikag \

\ miadis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomar 12 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan '
Nomor 59 tahun 2014 tentang standar Tarif Pelayan-
an Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jami-
nan Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Ta-

| \ \ AR360.000.00 sakal] ptas (ndikesi il 2016 Nomor 435) dicabut dan dinyatakan tidak
| i J berlaku.

Diberkan paling

\ 7 Kruk \ Makalmal copat § (llmal tahin \

Pasal 28

Péra_agraf_7 ; Peraturan Menteri ini mutai perlaku pada tang-
Pembayaran Selisih akibat peningkatan |

| ‘ gal diundangkan.
I i ag Pe:a;NSatan Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- |
e tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

[ (1) !3esaran tarif pglayanan rawat jalan ek'sekL!tlf pal- oenempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
ing banyak sebesar p 250.000 dari tariff INA :

CBG untuk setiap episode rawat jalan.

(2) Peserta yang mengingin pélayanan rawat ja-
lan_ eksekutif harus membayar s.elisih antara pada tanggal 18 Oktober 2016
tarif IN:A CBG dengafl besaran_tanff pellayanan MENTERI KESEHATAN

. ‘réwat jalan eksekutif sebagaimana dimaksud | REPUBLIK INDONESIA,

pada ayat (1. d.
| (3 Peserta. yang meng.;mg.mka_n kglas pelayanan NILA FARID MOELOEK
rawat inap yang lebih tinggi dari haknya, harus 2
| membayar selisih antara tariff INA CBG dengan
biaya yang harus dibayar akibat peningkatan ke-
las perawatan.

(4) Pembayaran besaran selisih biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat di-
lakukan oleh:

a. peserta;

b. pemberi kerja: dan/atau
c. asuransi kesehatan tambahan.

nesia.

Ditetapkan di Jakarta

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN ‘HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
wIDODO EKATJAHJANA

bk BAB V BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NTUAN PERALIHAN TAHUN 2016 NOMOR 1601
Pasal 26

Pa
da saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku

dang-
g-undangan, dengan ketersediaan 1 (satu) dokter

K i
arena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat

{ BN )
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